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I. UMUM 
 

Republik Indonesia merupakan negara kepulauan yang memiliki kekayaan 
keanekaragaman hayati yang sangat besar (mega biodiversity) berupa 
sumber daya hewan dan tumbuhan, sebagai anugerah sekaligus amanah 
Tuhan Yang Maha Esa. Kekayaan tersebut perlu dimanfaatkan dan 
dilestarikan dalam mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyat Indonesia, 
sebagaimana tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara 
Republik Indonesia Tahun 1945.  
 
Dalam rangka memanfaatkan dan melestarikan keanekaragaman hayati  
tersebut diselenggarakan peternakan dan kesehatan hewan secara sendiri 
maupun terintegrasi dengan budi daya tanaman pertanian, perkebunan, 
perikanan, dan kehutanan; dengan pendekatan sistem agrobisnis 
peternakan dan sistem kesehatan hewan; serta penerapan asas 
kemanfaatan dan keberlanjutan, keamanan dan kesehatan, kerakyatan dan 
keadilan, keterbukaan dan keterpaduan, kemandirian, kemitraan, dan 
keprofesionalan. 

 
Kedua hal tersebut harus diselenggarakan secara sinergis untuk melindungi 
dan meningkatkan kualitas sumber daya hewan; menyediakan pangan yang 
aman, sehat, utuh, dan halal; meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, 
hewan, dan lingkungan; menyediakan jasa dan bahan baku industri; 
mengembangkan ilmu pengetahuan dan teknologi; meningkatkan 
pendapatan dan devisa negara; memperluas kesempatan berusaha dan 
kesempatan kerja; serta meningkatkan kesejahteraan rakyat. 

 
Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan peternakan perlu dikembangkan 
wawasan dan paradigma baru di bidang peternakan agar investasi, inovasi, 
dan pemberdayaan di bidang peternakan terus berlanjut dan meningkat 
sehingga meningkatkan daya saing bangsa dan kesetaraan dengan bangsa 
lain yang lebih maju.   

Untuk . . . 
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Untuk mencapai tujuan penyelenggaraan kesehatan hewan dikembangkan 
wawasan dan paradigma baru di bidang kesehatan hewan dengan maksud 
untuk mempertahankan status kesehatan hewan nasional; melindungi 
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia dari ancaman penyakit 
dan/atau gangguan kesehatan manusia, hewan, tumbuhan, dan 
ekosistemnya; serta memberikan jaminan  pangan asal hewan yang aman, 
sehat, utuh, dan halal.  

 
Pengaturan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dalam satu 
undang-undang disebabkan adanya interelasi dan interdependensi antara 
kedua bidang tersebut. Di samping itu, pengaturan dengan satu undang-
undang membentuk satu kesatuan sistem legislasi nasional yang 
memudahkan Pemerintah dan Pemerintah Daerah serta semua pemangku 
kepentingan yang bergerak di bidang peternakan dan kesehatan hewan 
dalam memahami dan melaksanakan berbagai ketentuan dalam Undang-
Undang ini.  
 
Selain itu telah terjadi pula perubahan penyelenggaraan pemerintahan 
berdasarkan Undang-Undang Pemerintahan Daerah yang mengharuskan 
penataan kembali urusan dalam penyelenggaraan peternakan dan 
kesehatan hewan.   

 
Berdasarkan pertimbangan tersebut, kebijakan penyelenggaraan peternakan 
dititikberatkan pada aspek sosial ekonomi, sedangkan penyelenggaraan 
kesehatan hewan mengutamakan aspek keamanan terhadap ancaman 
penyakit serta upaya menghindari risiko yang dapat mengganggu kesehatan, 
baik pada manusia, hewan, tumbuhan, maupun lingkungan. Dengan 
kebijakan tersebut, penyelenggaraan peternakan dilakukan dengan 
pendekatan sistem agrobisnis dan penyelenggaraan kesehatan hewan 
dilakukan dengan sistem kesehatan hewan nasional.   

 
Ruang lingkup pengaturan penyelenggaraan peternakan meliputi tanah atau 
lahan, air, sumber daya genetik, benih, bibit, bakalan, pakan, alat dan 
mesin peternakan, budi daya, panen dan pascapanen, pemasaran, dan 
pengolahan hasil peternakan. Adapun ruang lingkup pengaturan 
penyelenggaraan kesehatan hewan meliputi penyakit hewan, obat hewan, 
alat dan mesin, kesehatan masyarakat veteriner, kesejahteraan hewan, dan 
otoritas veteriner. Dalam otoritas veteriner diatur hal mengenai penguatan 
fungsi, pelayanan kesehatan hewan, tenaga kesehatan hewan, medik 
reproduksi, medik konservasi, forensik veteriner, dan kedokteran 
perbandingan. 

 
Untuk . . . 
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Untuk menunjang keberhasilan penyelenggaraan peternakan dan kesehatan 
hewan diatur juga mengenai pemberdayaan peternak, perusahaan 
peternakan dan pelayanan kesehatan hewan, pengembangan sumber daya 
manusia, penelitian dan pengembangan, serta sumber daya permodalan. 

 
Disadari bahwa pengaturan dalam Undang-Undang ini belum sepenuhnya 
mencakup aspek kehewanan dalam arti luas. Jangkauan pengaturan baru 
pada hewan budi daya, yaitu ternak, hewan kesayangan, dan hewan 
laboratorium. Untuk itulah diperlukan suatu undang-undang tersendiri 
yang mengatur mengenai aspek kehewanan secara komprehensif termasuk 
pengaturan praktik kedokteran hewan (veteriner). 

 
Selain upaya tersebut, dalam menciptakan suasana yang kondusif dalam 
penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan, dikembangkan sistem 
jaminan penegakan hukum berupa pengenaan sanksi, baik sanksi 
administrasi maupun sanksi pidana, terhadap perbuatan yang dapat 
menimbulkan kerugian negara atau kepentingan orang banyak. 

 
Pembentukan Undang-Undang ini juga mempertimbangkan komitmen 
Indonesia untuk melakukan penyesuaian dan penyetaraan peraturan 
perundang-undangan dengan ketentuan konvensi internasional. Misalnya, 
General Agreement on Trade and Tariffs (GATT), khususnya tentang 
Agreement on the Application of Sanitary and Phytosanitary Measures (SPS) 
yang mengatur tentang impor dan ekspor produk hewan dan perlindungan 
terhadap kehidupan atau kesehatan manusia, hewan, tanaman, dan 
lingkungan. 
 
Di samping itu, dalam menyusun Undang-Undang ini dipertimbangkan pula 
semua produk undang-undang yang telah diundangkan meliputi: 
1.  Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber daya 

Alam Hayati dan Ekosistemnya; 
2.  Undang-Undang  Nomor 5 Tahun 1984 tentang Perindustrian; 
3.  Undang Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang Karantina Hewan, Ikan, 

dan Tumbuhan; 
4.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan; 
5.  Undang-Undang Nomor  5 Tahun 1994 tentang Pengesahan Covention 

on Biological Diversity (CBD); 
6.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1994 tentang Pengesahan Agreement 

Estabilishing the World Trade Organization (Persetujuan Pembentukan 
Organisasi Perdagangan Dunia); 

7.  Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1995 tentang Kepabeanan; 

8. Undang-Undang . . . 
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8.  Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1996 tentang Pangan; 
9.  Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan 

Lingkungan Hidup; 
10. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan 

Konsumen; 
11. Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan juncto 

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004;  
12. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan; 
13. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2004 tentang Pengesahan Protokol 

Kartagena;  
14. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2004 tentang Sumber Daya Air;  
15. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;  
16. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan 

Bencana;  
17. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan 

Pertanian, Perikanan, dan Kehutanan; dan 
18. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang. 

 
Sejalan dengan hal tersebut di atas dan untuk melakukan unifikasi hukum 
khususnya yang terkait dengan peternakan dan kesehatan hewan serta 
untuk menjawab kebutuhan dan perkembangan zaman, Undang-Undang 
Nomor 6 Tahun 1967 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Peternakan dan 
Kesehatan Hewan dan berbagai Ordonnantie peninggalan Pemerintah Hindia 
Belanda perlu diganti dengan undang-undang yang baru di bidang 
peternakan dan kesehatan hewan yang dapat memberikan kepastian 
hukum, keadilan, dan ketenteraman batin masyarakat dalam 
penyelenggaraan semua kegiatan yang berkaitan dengan peternakan dan 
kesehatan hewan. 

 
 

II. PASAL DEMI PASAL 
 

     Pasal 1 
     Cukup jelas. 

 
     Pasal 2 

   Ayat (1) 
Cukup jelas. 
 

 Ayat (2) . . . 
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   Ayat (2) 
Yang dimaksud dengan asas “kemanfaatan dan keberlanjutan” 
adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dapat 
meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat dengan 
mengupayakan kelestarian fungsi lingkungan hidup dan 
memerhatikan kondisi sosial budaya. 
 
Yang dimaksud dengan asas “keamanan dan kesehatan” adalah 
penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan harus menjamin 
produknya aman, layak untuk dikonsumsi, dan menjamin 
ketenteraman batin masyarakat. 
 
Yang dimaksud dengan asas “kerakyatan dan keadilan” adalah 
penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan memberikan 
peluang dan kesempatan yang sama secara proporsional kepada 
semua warga negara sesuai dengan kemampuannya sehingga dapat 
meningkatkan kemakmuran seluruh rakyat. Oleh karena itu, dalam 
memberikan izin harus dicegah terjadinya praktik monopoli, 
monopsoni, oligopoli,  dan oligopsoni. 
 
Yang dimaksud dengan asas “keterbukaan dan keterpaduan” 
adalah penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan 
dilakukan dengan memerhatikan aspirasi masyarakat dan 
didukung dengan ketersediaan informasi yang dapat diakses oleh 
masyarakat serta dilaksanakan secara terpadu dari hulu sampai 
hilir dalam upaya meningkatkan efisiensi dan produktivitasnya . 
 
Yang dimaksud dengan asas “kemandirian” adalah penyelenggaraan 
peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan 
mengutamakan  penggunaan bahan, sarana produksi, dan sarana 
pendukung lainnya dari dalam negeri untuk mencapai penyediaan 
ternak dan produk hewan bagi masyarakat. 
 
Yang dimaksud dengan asas “kemitraan” adalah penyelenggaraan 
peternakan dan kesehatan hewan dilakukan dengan pendekatan 
kekuatan jejaring pelaku usaha dan sumber daya yang 
mempertimbangkan aspek kesetaraan dalam berusaha secara 
proporsional. 
 
Yang dimaksud dengan asas “keprofesionalan” adalah 
penyelenggaraan peternakan dan kesehatan hewan dilakukan 
melalui pendekatan kompetensi dan berorientasi pada kaidah ilmu 
pengetahuan dan teknologi. 

Pasal 3 . . . 
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